KEMENTEM" "N PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR PR-DJPU 07 TAHUN 2025
TEN.ANG

TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN PENETAPAN PELAKSANAAN RUTE
PENERBANGAN DALAM NEGERI BADAN U AHA ANGKUTAN UDARA

Menimbang:

Mengingat

NIAGA BERJ " ™WAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

I "wa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34B ayat (6)
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2
Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Udara, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ten‘-—g
Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan Rute
Penerbangan Dalam Negeri Badan Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal,

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan I mnerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20" tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembar Ne¢ ira Republik
Indonesia Tahun 2C~3 Nomor 41);

2. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2(C" 1 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Bandar Udara,; '

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 tahun
2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian ' 1
Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 582)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2025 tentang
Perubahan Atas Peraturan M 1iteri Perhubungan Nomor
PM 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan
Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 18);



Menetapkan :

PERTAMA

“"DUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2075
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
TENTANG TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN
PENETAPAN PELAKSANAAN RUTE PENERBANGAN DALAM
NEGERI BADAN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA
tRJADWAL.

Pelaksanaan Pelaporan Penetapan Pelaksanaan Rute
Penerbangan dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal dilakukan monitoring oleh Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara setiap 14 (empat belas) hari kalender.

Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA

dikecualikan bagi rute penerbangan yang:

a. hanya dilayani oleh 1 (satu) Badan Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal; dan/atau

b. terdapat kerja sama dengan Pemerintah/Pemerintah
Daerah/Instansi/Lembaga lainnya.

Terhadap monitoring pelaksanaan Penetapan Pelaksanaan
Rute Penerbangan dalam negeri yang dikecualikan pada
diktum KEDUA diatas tetap dilakukan pengawasan realisasi
penerbangan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka  monitoring  pelaksanaan Penetapan

Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri Badan Usaha

Ar ‘rutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada

Diktum PERTAMA, Penyelenggara Bandar Udara dan

Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan setempat

wajib:

a. mengumpulkan dan melakukan verifikasi data realisasi
penerbangan dalam negeri Bac¢ 1 Usaha Angkutan Udara
Niaga Berjadwal yang beroperasi di bandar udara masing-
masing, disertai der in alasan  ketidaksesuaian
pelaksanaan penerbangan dengan Penetapan Pelaksanaan
Rute Penerbangan; dan

b. melaporkan hasil verifikasi data realisasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara setiap 14 (empat belas) hari
kalender.

Data realisasi penerbangan yang dilaporkan kepada Kepala
Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEEMPAT huruf b, adalah:

a. penerbangan yang tidak dilaksanakan oleh Badan Usaha
Angkutan Udara Niaga Berjadwal berdasarkan jadwal yang
tercantum  dalam = Penetapan  Pelaksanaan  Rute
Penerbangan; dan

b. penerbangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha
Angkutan Udara Niaga Berjadwal tidak sesuai dengan
Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan dengan batas
waktu pelaksanaan penerbangan sebelum atau setelah 45



KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN :

(empat puluh lima) menit, yang dihitung berdasarkan
perbedaan waktu antara keberangkatan pesawat udara
pada saat block off dengan jadwal keberangkatan
penerbangan yang tercantum dalam = Penetapan
Pelaksanaan Rute Penerbangan.

Data realisasi penerbangan yang dilaporkan kepada Kepala

Kantor Otoritas Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada

Diktum KELIMA, hanya untuk penerbangan yang tidak

dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Penetapan

Pelaksanaan Rute Penerbangan yar dikarenakan:

a. alasan komersial, yaitu penyesuaian kegiatan operasional
penerbangan yang dilakukan untuk memperoleh
keuntungan, antara lain:

1. melaksanakan penerbangan berdasarkan jadwal
reservasi yang tidak sesuai dengan jadwal yang
tercantum dalam Penetapan Pelaksanaan Rute
Penerbangan;

2. penggabungan penert "gan pada 2 (dua) atau lebih
nomor penerbangan pada rute yang sama;

3. perubahan jadwal penerbangan sebagai dampak dari
penerbang - charter yang dilaksanakan,

4. perubahan  jadwal secara  mendadak  untuk
menyesuaikan rotasi pesawat udara di rute lainnya,
dan/atau

5. kegiatan operasional penerbangan lainnya;

b. faktor manajemen Badan Usaha Angkutan Udara, antara

lain:

1. keterlambatan pilot, co-pilot, dan awak kabin;

2. keterlambatan jasa boga (catering);

3. keterlambatan penanganan di darat;

4. menung 1 penumpang, baik yang baru melapor (check-

in), pindah pesawat udara (transfer), atau penerbangan
lanjutan (connecting flight); dan
5. ketidaksiapan pesawat udara.

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan validasi atas
kesesuaian dan kebenaran data realisasi penerbangan yang
dilaporkan oleh Penyelenggara Bandar Udara dan
Penyelenggara Pelayanan Nav' isi Penerbangan sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEEMPAT huruf b, dengan

mempertimbangkan bukti alasan ketidaksesuaian
pelaksanaan penerbangan dengan Penetapan Pelaksanaan
Rute Penerbangan yang relevan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Dalam melakukan monitoring pelaksanaan Penetapan
Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri Badan Usaha
Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
dapat:

a. menggunakan sistem elektronik untuk pengumpulan data
realisasi penerbangan dari Penyelenggara Bandar Udara
dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan
setempat; dan

b. menyusun Standard Operating Procedure (SOP) untuk
melakukan validasi atas kesesuaian dan kebenaran data




KESEMBILAN:

KESEPULUH :

KESL._3ELAS :

re 'sasi yang akan dilaporkan, dengan melibatkan unsur
Unit Pelaksana Koordinasi Slot (UPKS) di masing-masing
bandar udara pada wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar
Udara.

Hasil monitoring pelaksanaan Penetapan Pela’  anaan Rute

Penerbangan dalam negeri Badan Usaha Angkutan Udara

Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perl "“ungan

Udara c.q Direktur Angkutan Udara paling lama 7 (tujuh) hari

kerja pada setiap akhir periode monitoring, yang paling sedikit

memuat:

a. rute dan nomor penerbangan (keberangkatan);

b. jumlah penerbangan yang seharusnya dilayani sesuai
dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan;

c. jumlah penerbangan yang tidak dilaksanakan atau tidak
sesuai dengan Penetapan Pelaksanaan Rute Penerbangan
dikarenakan alasan komersial dan/atau faktor manajemen
Badan Usaha Angkutan Udara; dan

d. jumlah persentase (%) penerbangan yang tidak
dilaksanakan atau tidak sesuai dengan Penetapan
Pelaksanaan Rute Penerbangan dikaren¢'--n alasan
komersial dan/atau faktor manajemen Badan Usaha
Angkutan Udara sebagaimana dimal ad pada huruf c.

Format laporan hasil monitoring pelaksanaan Penetapan
Pelaksanaan Rute Penerbangan dalam negeri Badan Usaha
Angkutan Udara Niaga Berjadwal sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESEMBILAN sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 APRIL 2025
Pit. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.

LUKMAN F. LAISA

.gan aslinya
cum,







